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ABSTRAK 
 Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
disebutkan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak 
memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Salah satu alasan 
perkawinan menjadi batal apabila seorang suami masih terikat perkawinan yang 
sah melakukan perkawinan kedua tanpa sepengetahuan dan izin istri dengan cara 
memalsukan identitas mengaku masih jejaka, sehingga terdapat cacat hukum 
terhadap syarat perkawinan. Berdasarkan alasan tersebut, peneliti tertarik 
mengangkat judul “Pembatalan Perkawinan”. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum 
hakim dalam perkara pembatalan perkawinan terhadap Putusan Pengadilan 
Agama Depok Nomor 0402/Pdt.G/2015/PA.Dpk. Penelitian ini menggunakan 
metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif, 
pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi dan analisis data 
normatif kualitatif. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hakim mendasarkan 
Pasal 9 dan 24 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 
Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam. Sebaiknya hakim memperhatikan Pasal 22 
Undang-undang Perkawinan dan Pasal 73 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.  
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NULLIFICATION OF MARRIAGE 
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ABSTRACT 
According to Article 22 Law Number 1 Year 1974 on Marriage, it is 
mentioned that “A marriage may be nullified by non-fulfilment of preconditions 
for marriage on the part of the either of the parties.” One of the reason that 
marriage become void is when the husband who is still in a legitimate marriage 
carries out the second marriage without the wife’s knowing and permission by 
falsifying the identity of claiming to be a single, so there is a legal defect to the 
terms of marriage. For that reason, the researcher are interested to take the title 
of “Nullification of Marriage.” 
The purpose of this research is to find out the judge’s legal considerations 
of the marriage nullification case in the Decision of Depok Religious Court 
Number 0402/Pdt.G/2015/PA.Dpk. This research used the normative juridical 
approach methods, the research specification is prescriptive, the data collection 
with literature study with inventarization, and the data analysis with normative 
qualitative. 
The result of the research have shown that the judge’s legal considerations 
are based on Article 9 and 24 of Law Number 1 Year 1974 on Marriage j.o. 
Article 71 of the Kompilasi Hukum Islam (the Compilation of Islamic Law). The 
judge’s should pay attention to the Article 22 of the Marriage Law and Article 73 
point (d) Kompilasi Hukum Islam. 
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